Perubahan Peraturan Pertanahan dan Perseroan Terbatas oleh Omnibus Law

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) pada akhirnya diundangkan pada tanggal 2 November 2020. UU
Cipta Kerja diharapkan mampu untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja Indonesia di tengah tuntutan globalisasi ekonomi yang
semakin kompetitif. UU Cipta Kerja dalam upaya memaksimalkan penyerapan tenaga kerja Indonesia, perlu melakukan penyesuaian pada
berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan
menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan pekerja.

Berikut ini perbandingan ketentuan yang baru pada UU Cipta Kerja dengan ketentuan yang lama dengan fokus pada ketentuan-ketentuan
mengenai pertanahan dan perseroan terbatas. Pada dasarnya, UU Cipta Kerja tidak mencabut satupun ketentuan yang ada di dalam Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan terkait pertanahan lainnya.
Namun demikian, UU Cipta Kerja mencabut sebagian ketentuan perseroan terbatas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (‘UU PT”).

. Agraria
No. UU Agraria UU Cipta Kerja
dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Bank Tanah

Norma baru mengenai Bank Tanah ini mengatur lebih lanjut ketentuan yang awalnya perencanaan penyediaan tanah dilakukan
berdasarkan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Rangka Rencana Umum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai
dengan kebijaksanaan pusat. Saat ini diatur lebih lanjut melalui suatu badan khusus yang mengelola tanah dengan fungsi perencanaan,
perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

1. Pasal 14 Pasal 125
Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, | (1) Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah.




air dan ruang angkasa sesuai dalam Penjelasan Umum (Il
angka 8).

Penjelasan Umum (Il angka 8)

Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa
dan Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu
adanya suatu rencana (“planning”) mengenai peruntukan,
penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa
untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara
Rencana Umum (“National planning”) yang meliputi
seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci
menjadi rencana-rencana khusus (“regional planning”) dari
tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan adanya planning itu maka
penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan
teratur hingga dapat membawa manfaat  yang
sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.

(2) Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan badan khusus yang mengelola tanah.

(3) Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara
yang dipisahkan.

(4) Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan,
perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan
pendistribusian tanah.

Pasal 126

(1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam
rangka ekonomi berkeadilan untuk:

kepentingan umum;

kepentingan sosial,

kepentingan pembangunan nasional,

pemerataan ekonomi;

konsolidasi lahan; dan

reforma agraria.

(2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari tanah negara yang diperuntukkan bank
tanah.
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Pasal 127
Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.

Pasal 128

Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Pendapatan sendiri;

c. Penyertaan modal negara; dan

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




Pasal 129

(1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak
pengelolaan.

(2) Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberi hak guna usaha, hak
guna bangunan, dan hak pakai.

(3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan
perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah
digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
pemberian haknya.

(4) Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak
pengelolaan badan bank tanah diberi kewenangan untuk:
a. melakukan penyusunan rencana induk;

b. membantu memberikan kemudahan  Perizinan
Berusaha/persetujuan;

c. melakukan pengadaan tanah; dan

d. menentukan tarif pelayanan.

(5) Pemerintah  Pusat melakukan pengawasan dan
pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan
tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 130

Badan bank tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
terdiri atas:

a. Komite;

b. Dewan Pengawas; dan

c. Badan Pelaksana.

Pasal 131
(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a
diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan




pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan
para menteri dan kepala yang terkait.

(2) Ketua dan anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan
Presiden berdasarkan wusulan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan.

Pasal 132

(1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang
terdiri atas 4 (empat) orang unsur profesional dan 3 (tiga)
orang yang dipilih oleh Pemerintah Pusat.

(2) Terhadap calon unsur profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan proses seleksi oleh Pemerintah
Pusat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dan disetujui.

(3) Calon unsur profesional yang diajukan ke Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berjumlah 2 (dua)
kali jumlah yang dibutuhkan.

Pasal 133

(1) Badan Pelaksana terdiri atas Kepala dan Deputi.

(2) Jumlah Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Ketua Komite.

(3) Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
Komite.

Pasal 134
Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan Pengawas,
dan Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 135
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank
tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah




Hak Pengelolaan Lahan (“HPL”)

Konsep HPL pertama kali dikenalkan pada Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak
Penguasaan Atas Tanah Negara dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Dalam UU Cipta Kerja, HPL diberikan penegasan dan penguatan agar memiliki dasar hukum lebih lanjut mengenai persyaratan dan
kewenangan pemegang HPL.
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Pasal 1 ayat (2) PP No. 40/1996 dan Pasal 2 ayat (3) UU No.
20/2000

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai negara yang
kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada
pemegangnya.

Penjelasan Umum Angka Il Nomor 2 UU Agraria :

Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada
seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut
peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau memberikannya
dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa
(Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk
digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 136

Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang haknya.

Pasal 137
(1) Sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa
tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada:

a. instansi Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. Badan bank tanah;

d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

e. Badan hukum milik negara daerah; atau

f. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

(2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan kewenangan untuk:

a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;

b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian
tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan

c. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti
rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga
sesuai dengan perjanjian.

(3) Pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan atas tanah negara dengan keputusan




pemberian hak di atas tanah negara.
(4) Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang
memenuhi syarat.

Pasal 138

(1) Penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan
kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 ayat (2) huruf b dilakukan dengan perjanjian
pemanfaatan tanah.

(2) Di atas tanah hak pengelolaan yang pemanfaatannya
diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau
seluruhnya, dapat diberikan hak guna usaha, hak guna
bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan
perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah
digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
pemberian haknya.

(4) Pemerintah Pusat melakukan  pengawasan dan
pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan
tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(5) Dalam hal hak atas tanah yang berada di atas hak
pengelolaan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah
hak pengelolaan.

Pasal 139

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat
membatalkan dan/atau mencabut hak pengelolaan sebagian
atau seluruhnya.

(2) Tata cara pembatalan hak pengelolaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan-perundang undangan.




Pasal 140

(1) Dalam hal bagian bidang tanah hak pengelolaan diberikan
dengan hak milik, bagian bidang tanah hak pengelolaan
tersebut hapus dengan sendirinya.

(2) Hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan
transmigrasi.

Pasal 141

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di
atas hak pengelolaan, dalam waktu tertentu, dilakukan evaluasi
pemanfaatan hak atas tanah.

Pasal 142
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing (“WNA dan/atau BHA”)

WNA yang memiliki izin tinggal atau menetap di Indonesia dan BHA yang mempunyai perwakilan di Indonesia sebelumnya hanya
memiliki hak atas tanah berupa Hak Pakai, namun melalui UU Cipta Kerja WNA dan BHA dimungkinkan untuk memiliki Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun.

3 Pasal 42 UU Agraria

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

a. warga-negara Indonesia;

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia.

Pasal 45 UU Agraria
Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:

Pasal 143

Hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak
kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat
perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 144

(1) Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan
kepada:
a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum Indonesia;




a. warga-negara Indonesia; C. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai

b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; ketentuan peraturan perundangperutndang-undangan;

c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
berkedudukan di Indonesia; Indonesia; atau

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di e. perwakilan negara asing dan lembaga internasional
Indonesia. yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

(2) Hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau

Penjelasan umum Il angka 5 UU Agraria dialihkan dan dijaminkan.

Sesuai dengan azas kebangsaan dalam pasal 1 maka menurut | (3) Hak milik atas satuan rumah susun dapat dijaminkan

pasal 9 jo pasal 21 ayat 1 hanya warga negara Indonesia dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan

saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak Milik ketentuan peraturan perundang-undangan.

tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan
Hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). | Pasal 145
Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai | (1) Rumah susun dapat dibangun di atas Tanah:

yang luasnya terbatas. a. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah
negara; atau

PP No. 103/2015 dan Permen ATR 29/2016 b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak

WNA pemegang izin tinggal di Indonesia dapat memiliki pengelolaan.

rumah untuk tempat tinggal (hunian) dengan Hak Pakai; | (2) Pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun

Dalam hal orang asing meninggal dunia, maka rumah tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

tinggal atau hunian dapat diwariskan; Dalam hal ahli waris diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah

merupakan orang asing, maka ahli waris harus mempunyai izin mendapat sertifikat laik fungsi.

tinggal di Indonesia. (3) Pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila
sudah mendapat sertifikat laik fungsi.

Batas Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah diatur berdasarkan hak-hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Dalam UU Agraria belum diatur
secara komprehensif terkait batasan-batasan penggunaan hak atas tanah tersebut, untuk itu UU Cipta Kerja mengatur penetapan
batasan yang jelas terkait penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah.

Pasal 4 UU Agraria Pasal 146




(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang
dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang-orang lain serta badan-badan hukum.

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta
ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut
Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain
yang lebih tinggi.

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan
ruang angkasa.

Pasal 7 UU Agraria
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 16 UU Agraria

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4
ayat (1) ialah:

. hak milik,

hak guna-usaha,

hak guna-bangunan,

hak pakai,

hak sewa,

hak membuka tanah,

hak memungut-hasil hutan,

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam

tersebut di atas yang akan ditetapkan
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hak-hak
dengan

(1) Tanah dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai,
atau hak pengelolaan.

(2) Batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh
pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan
koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan
rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas kepemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh
pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas
kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas
dan/atau bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda
dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak
pengelolaan.

(5) Ketentuan diatur dalam Peraturan Presiden.




Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang
dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah:
a. hak guna air,
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c. hak guna ruang angkasa.

Pasal 17 UU Agraria

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk
mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)
diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh
dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh
satu keluarga atau badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1)
pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di
dalam waktu yang singkat.

(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas
maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh
Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya
dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1)
pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan
perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 24 UU Agraria
Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan
diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 53 UU Agraria

(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud
dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha
bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian




diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

(1) pasal ini.

diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan
dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku
terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat

Pasa

Penambahan Ketentuan Tentang Dokumen Tanah Elektronik

| 147

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan bentuk penyesuaian dengan perkembangan zaman yang mulai mengarah kepada era
digitalisasi sehingga penggunaan dokumen elektronik menjadi hal yang sering ditemui. Oleh karenanya, UU Cipta Kerja memberikan
dasar hukum terhadap penggunaan dokumen tanah elektronik.

Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak
atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.

Perseroan Terbatas

Berikut perubahan antara ketentuan mengenai perseroan terbatas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UU PT”) dan UU Cipta Kerja.

No.

UU PT

UU Cipta Kerja

Definisi Perseroan Terbatas

1

Pasal 1 angka 1

Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan  modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham.

Pasal 1 angka 1

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan




Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan
Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan
mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Status Badan Hukum

2 Pasal 7 ayat (4)

Perseroan Terbatas mendapatkan status badan hukum pada
tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai
pengesahan badan hukum perseroan.

Pasal 7 ayat (4)
Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah
didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Pengecualian Pendirian Perseroan oleh 2 (dua) orang

3 Pasal 7 ayat (7)

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan Terbatas untuk

didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta

ayat (6) tidak berlaku bagi:

a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring
dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur
dalam UU Pasar Modal.

Pasal 7 ayat (7) dan ayat (8)

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua)
orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Badan Usaha Milik Desa;

d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring
dan  penjaminan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan
Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau

e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro
dan Kecil.

(8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai
Usaha Mikro dan Kecil.

Modal Dasar Perseroan

4 Pasal 32
(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00

Pasal 32
(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan




(lima puluh juta rupiah). (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud

(2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri
dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan Perseroan
yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar | (3) ketentuan lebih lanjut mengenai modal perseroan diatur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dalam Peraturan Pemerintah

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.

Ketentuan Biaya Persyaratan Perseroan Menjadi Badan Hukum

5 Pasal 153 Pasal 153

Ketentuan mengenai biaya untuk: Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan hukum

a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan; diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum | di bidang penerimaan negara bukan pajak
Perseroan;

c. memperoleh  keputusan persetujuan  perubahan
anggaran dasar;

d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam
daftar Perseroan;

e. pengumuman yang diwajibkan dalam undang-undang
ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan

f. memperoleh salinan keputusan menteri mengenai
pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan
perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan
peraturan pemerintah.

Penambahan Ketentuan Baru Pada UU Cipta Kerja

Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan tersebut memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”).

6 Pasal 153(A)
(1) Perseroan yang memenubhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
(2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat




pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

153(B)

(1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

(2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi
format isian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

153(C)

(1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A
ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan format isian perubahan pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

153(D)

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan
Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap
tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

153(E)

(1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang
perseorangan.

(2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan
untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun.

153(F)

(1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan
keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.




153(G)

(1) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A dilakukan oleh RUPS yang
dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

(2) Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:

a. berdasarkan keputusan RUPS;

b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau dicabutnya Perizinan Berusaha
Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

153(H)

(1) Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

153(1)

(1) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

153(J)
(1) Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan
Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau




d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan
kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.




